Menimbang

Mengingat

o)

PERATURAN DAERAH KABUFATEN SORONG
NOMOR 16 TAHUN 2007

TENTANG
RETIBUSI PASAR. GROSIR DAN ATAU PERTOKOAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SORONG,

bahwa Peraturan Dacrah Kabupaten Dacrah 1 mgkat Il Sorong Nomor - 7/ PERDA /
1973 dan diubah dengan Peraturan Dacrah Kabupaten Dacrah Tingkat I Sorong
Nomor 3 Tahun 1979 dan Peraturan Dacrah Kabupaten Dacrah Tingkat Il Sorong
Nomior 3 Tahun 1995 udak sesuai lagi dengan perkembangan Perckomonian Dewasa
ini, maka perlu ditinjau kembali

bahwa dengan pelaksanaan Otonomi dimana Dacrah diberikan kewenangan untuk
mengurus  dan mengatur  rumah tangga  Dacrah diberikan kewenangan untuk
mengupayakan dan berusaha mengyali Sumber Pendapatan Asli Dacrah

bahwa Retribusi Pasar merupakan salah satu objek Pendpatan Asli Dacrah yang digali
dan dikelola olch Dacrah dalam Rangka Pembangunan Dacrah.

bahwa berdasarkan pertimbangan scbagaimana dimaksud huruf a. b dan ¢ diatas maka
perlu diatur dengan Peraturan Dacrah tentang Retibusi Pasar, Grosir dan atau
Pertokoan,

I. Undang - undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan — Propinsi Otonom
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Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonom  di Irian Barat (Lembaran Negara
Tahun 1969 Nomor 47. Tambahan Lembaran Negara Nomor 2907):

Undang - undang Nomor & Tahun 98] tentang Pajak Dacrah dan Retribusi Dacrah
(Lembaran Negara Tohun 1981 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor
3680):

Undang - undang Nomor 18 Tahun 1997 tentanyg Pajak Dacrah dan Retribusi Dacrah
(Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor
4048):

Undang - undang Nomer 28 Tahun 1999 tentang Penycelenggaraan Negara yang
bersih dan bebas kolusi | Korupsi dan Nepotisnie.

Undang - undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang - undang
Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Dacrah dan Retribusi Dacrah (Lembaran Negara
Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan l.embaran Negara Nomor 40438):

Undang - undang Nomor 21 Tahun 200] tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi
Papua (Lembaran Negara Tahun 200] Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 4131);

Undang - undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Ferundang
- undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 4389):

Undang - undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan
Tanggui g Jawab Keuangan Negara ( Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66):;
Undang - undang Nomor 32 T:'hun 2004 tentang  Pemerintahan Dacrah
(Lembaran  Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Ncgara Nomor
3837) sebagaimana telah diubah dengan Undand-undang Nomor § Tahun 2005 tentang
Penctapan Peraturan Pemerintah Penggant Undang-undang Nomor 3 Tahun 20603
tentang  Perubahan Undung-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Dacrah menjadi Undang-undang (Lembaran Negara RI Tahua 2004 Nomor 108,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 434§ -

Undang - undang Nomor 33 Tahun 2004 tertang  Perimbangan Kcuangan Antara
Pemerintah  Pusat  dan Dacrah (Lembaran Negara tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848):




L1, Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang  Pclaksanaan  Undang-Undang
Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1969
Nomor 47. Tambahan Lembaran Negara Nomor 2097):

2. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggung
Jawaban  Keuangan Dacrah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4022):

3. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 twentang Retribusi Dacrah(Lembaran

Negara Tahun 2001 Nomor |19 Tambahan Lembaran Necgara Nomor 4139):

4. Peraturan Pemcerintah Nomor 335 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran
Negara Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4573:

I5. Peraturan  Pemerintah Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pengelolaan  Kcuangan

! Dacrah(Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140. Tambahan Lembaran Negara
Nomor 4378).

16. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang  Pembagian  Urusan
Pemerintahan antara  Pemerintah.  Pemcrintah Provinsi dan Pemerintah  Dacrah
Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran ﬁ
Negara Nomor 4737):

17. Peraturan Mentert Dalam Negert Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Perubahan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pokok - pokok Pengelolaan
Keuangan Dacrah:

I8, Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahur 1986 tentang Ketentuan Umum
Mengenai Penyidik Pegawai Negerr Sipil di Lingkungan Pemerintah Dacrah;

19. Keputusan  Menteri Dalam Negeri Nomor 171 Tahen 1997 tentang Proscdur
Pengesahan Peraturan Dacrah mengenai pajak Dacrah dan Retribusi Dacrah:

20. Peraturan Dacrah Kabupaten Sorong Nomor 4 Tahun 2000 tentang Organisasi dan
Tata kerja Dinas-dinas Dacrah Kabupaten Kabupaten Sorong:

21. Peraturan Dacrah Kabu aten Sorong Nomor 13 Tahun 2000 tentang Kewenangan
pemerintah Kabupaten Sorong sebagar Dacrah Otonon:.

> Dengan Persetujuan Bersama

it DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DALLRAH KABUPATEN SORONG
dan

BUPATI SORONG

MEMUTUSKAN

Menctapkan :  PERATURAN DAERAH TENTANG RETIBUSI PASAR. GROSIR DAN ATAU
PERTOKOAN
BAB |
KETENTUAN UNLIM
Pasal |

Dalam Peraturan Dacrah ini yang dimaksud dengan

L. Pemerintah kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Sorong.

2. Bupati adalah Bupati Sorong:

3. Dinas Pendapatan adalah Dinas Pendapatan Kabupaten Sorony;:

4. Pcjabat adalah Pegawai Negeri yang diberi tugas tertentu dibindang Retribusi Dacrah stsuai dengan Peraturan
Perundang - undangan yang berlaku.

5. Retribusi Dacrah yang sclanjutnya discbut retribusi adalah pungutan dacrah atas jasa atau pemberian ijin
tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan Pemerintah Dacrah untuk kepentingan pribadi atau badan:

6. Wajib Retribusi adalah Orang pribadi atau badan vang menurut Peraturan Perundang -~ undangan dibidang

Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi:

Pasar adalah scluruir lingkungan perumahan vang scluruhnva beratap, bak dipagar dan atau tidak dipagar

vang disediakan olch Pemerintah Kabupaten sebagai tempat berjualan barang - barang kepada pembel atau

terjadinya Permintaan dan Penawaran;

8. Kios adalah Ruangan dipasar vang dapat di kunci atau vang dapat dipergunakan untuk  menyvimpan.
memperdagangankan barang - barang dagangan atau tempat melakukan usaha mencari rafkah vang dapat
dibangun olch Pemerintah Kabupaten:

9. Pemakai Pasar adalah orang - orang vang mencmpati tempat dipasar untuk berjual atau usaha - usaha lam
untuk mencari narkah:
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atau Badan yang menggunakan Fasilitas Pasar:
11. Kas Dacrah adalah Kas Dacrah Kabupaten Sorong.

BAB il

Pasal 2

(1)
maupun tidak menctap.

pemakai, bangunan dan atau ruangan tertentu dipasar. meliput: -

Pasal 3

atau Pejabat yang ditunjuk.

1 (2) ljin Pemakaian

(3) Izin Pemakai Pasar dapat dicabut scbelum waktunva berakhir,
Peraturan Dacrah ini.

a. Pectak 4 x 5 Rp. 1.000.000.-

b. Petak2x2  Rp. 750.000.-

¢ Petak1x1 Rp. 500.000.-

BAB 111
GOLONGAN RETRIBUS|

Pasal 4
Retribusi Pasar digolongkan scbagar Retribusi Jasa Umum
BAB IV
TARIF RETRIBUS;

Pasal 3

I. Pctak 4 x 5

10. Retribusi Pasar, yang sclanjutnya discbut Retribusi. adalah Puneutan Dacrah vang dikenakan kepada Orang

NAMA. OBYEK. DAN SUBYEK LJIN

Dengan nama Retribusi Pasar dipunggut Retribusi scbagail Pelavaran Jasa,
(2) Obyck Retribusi adalah Pemakaian Bangunan dan atu Ruangan tertentu dipasar. baik sccara menctap

(3) Subyek Retribusi adalah Orang Pribadi atau Badan yang menggunakan / memakai. sclanjutnya discbut

a. Pemakai Pasar vang menempati ruangan tertencu secara menctap
b. Pemakai Pasar vang menempati ruangan tertentu sceara harian/ tidak menctap.

(1) Pemakai Pasar scbagaimana dir aksud pada hurut a Pasal » Avat (3) diatas. harus mendapat Izin dari Bupati

Pasar berlaku tanggal [ Januari-31 Desember Tahun berjalan.

apabila Pemakai Pasar tidak memenuh -

(4) iin Pemakaian Pasar tidak dapat dipindahtangankan kepada pihak lain, kecuali ada persctujuan dari
Pemerintah Kabupaten Sorong dan sctiap pengalihannya dikenakan biava Administrasi scbagai berikut

() Besarnya Tarif Retribusi Pasar dapat diklasifikasikan menurut peraakar tetap dan Harian / tidak menctap..
[) Besarnya Tarif Retribusi scbagaimana dimaksud ayat (1). dapat diperinei scbagai berikut
4 a  Pemakai Pasar Yang menempat ruangan tertentu secara menctap. besarnva Tarif Retribusi adalah :

1

Retribusi Rp. 130.000.-

Saimpah Rp.  20.000.-

Reklame Rp. 100.000.-/Thy ————3 Rp. 270.000.-
2 Petak2x2 Los A-D

Retribusi Rp. 30,000 -

Sampah Rp. 10.000.-

Reklame Rp.  75.000.-/Thy e Rp.  123.000.-
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Petak | x |
Los A dan C
Retribusi Rp.  40.000.-

Sampah Rp.  10.000.- S RP: - 30000 -

Los B Rp.  40.000.-

Sampah Rp.  10.000.- Rp. 50.000.-
——p

Los D, E, Fl, F2
Retribusi Rp.  50.000.-
Sampah Rp.  10.000.- — " Rp. 60.000.-

Los G

Retribusi Rp.  100.000.-

Sampah Rp.  10.000.-

Reklame Rp.  75.000.-/Thn —— Rp. 185.000.-

Los H1

Retribusi Rp.  45.000.-

Sampah Rp.  10.000.- /Thn Rp.  55.000,-
—_—

Los H2

Retribusi Rp.  100.000.-

Sampah Rp.  10.000.-

Reklame Rp.  75.000.-/Thn Rp.  185.000.-
—_——

b Pemakai Pasar vang menempat ruangan tertentu secara tidak menctap / haran. Besarnva Tanf Retribus:
adalah :

- Pedagang Sayur dan Buah - buahan Rp. 2.000.- Permeter / hari

- Pedagang Tkan Rp  3.000.- Permeter / hari

- Pedangang Kclontong dan lain - lain Rp  5.000.- Permeter / hari
BAB vV

WILAYAH PEMUNGUTAN
Pasal 6

JRetribusi yang terutang dipungut diwilavah Dacrah tempat pelavanan Jasa Bangunan dan atau ruangan tertentu
Adipasar.

BAB Vi
TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 7

4!} Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan.
40 Retribusi dipungut dengan menggunakan kareis Retribusi vang teluh diperporasi. |
) Bentuk, Jenis ukuran karcis scbagaimana dimaksud avat (2). akan ditetapkan dengan Kcputusan Bupati.

“ §4) Pungutan Retribusi scbagaimana dimaksud avat (2). dilakukan olch Dinas Pendapatan melalui Juru Pungut
vang ditunjuk.

Pasal 8

() Pungutan Retribusi schagaimana dimaksud Pasal 7 avat (4). disctor olch Jury Pungut kepada Bendaharawan
Khusus Penerima,

() Bendaharawan setclah mencrima hasil setoran sebagaima i dimaksud ayat (1). wanb menyetor ke Kas
{ Dacrah paling lambat 1 x 24 jam hari kerja
4 Waktu 24 jam sebagaimana dimaksud avat (2), dapat diperpamang apabila hari berikutnya adalah han libus




BAB VII
TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal ©

(1) Pembayaran Retribusi dilakukan sctiap hari dan atau sctiap bulan. dipungnt pada awal bulan berjalan.

(2) Pembayaran Retribusi scbagaimana dimaksud ayat (1). paling lambar tanggal 20 bulan berjalan, dengan
menggunakan  karcis scbagaimana  dimaksud Pasal 7 ayat (2). apabila pembayaran tidak dilakukan
scbagaimana dimaksud ayat (2), maka akan dikenakan denda schesar 25 % dari retribusi terhutang,

Pasal 10

Hasil pencrimaan Retribusi Pasar scbagaimana diatur dalam Peraturan Dacrah ini mcrupakan Pendapatan Asli
Dacrah.

BAB VIII
KETENTUAN PIDANA

Pasal ||

(1) Wajib Retribusi yang tidak mclaksanakan kewajibannya scbuagaimana dimaksud pada Pasal 9 ayat (1) dan (2).
schingga mcrugikan Keuangan Dacrah. diancam Pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda
paling banyak 4 (cmpat) kali Jumlah Retribusi Terhutang

(2) Denda sebagaimana dimaksud dalam avat (1). merupakan Penerimaan Daceral

BABIN
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 12

(1) Sclain Pejabat Kepolisian, Pcjabat Penvidik Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah
Kabupaten Sorong diberi Wewcenang Khusus scbaga: Penvidik untuk melakukan Penvidikan Tindak Pidana
dibidang Retribusi.

(2) Wewenangan Pendiyidikan scbagaimana dimaksud pada ayat (1). adalah:

a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak
pidana dibidang retribusi dacrah agar keterangan atau laporan terscbut menjadi Iebih lengkap dan jelas:

b. Meneliti, mencari, mengumpulkan keterangan mengenal orang pribadi atau badan tentang kebenaran
perbuatan yang dilakukan schubungan dengan tindak pidana retribusi: :

¢. meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau badan schubungan dengan tindak pidana
dibidang retribusi:

d. Memeriksa buku-buku. catatan dan dokumen-dokumen laimn berkenaan dengan tindak pidana dibidang

retribusi;

Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan buku pembukuan, Pencatatan, dokumen-dokumen

lain serta melakukan penyitaan;

f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rang.a pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang
retribusi;

8. Menyuruh berhenti, melarang scscorang meninggalkan ruangan atau lempat pada saat pemeriksaan

sedang berlangsung dan m ‘meriksa identitas orang atw dokumen vang dibawah scbagaimana dimaksud
huruf (e);

h.  Memotret Scscorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi dacral:

I Memanggil orang untuk mendengar keterangannya dan diperiksa scbagai tersangka atau saksi:

1. Menghentikan penyidikan:

k. Mclakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penvidikan tindakan pidana di bidang retribusi
dacrah menurut hukum yang dapat dipertanggung Jawabkan:
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(3) Penyidikan sebagaimana dimaksud ayat (1). diawaii dengan pemt
penyampaian hasil Penyidikannya kepada Penuntur Umum.
undang Nomor 8 Tahun 198 tentang Hukum Acara Pidana

eritahuan dimulainya penyidikan dan
sesuar ketentuan vang diatur dalam Undang-




BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

0 ’ . aper i
(1 ?clng,an berlakunya Pcrqlura_n Dauah_ i, maka Peratran Dacrah Kabupaten Dacrah Tingkat IT Nomor 3
2 Halun 199.? tentang Retribusi Pasar dinyatakan tidak berlakuy lagi . . .
(2) Hal-hal lain yang belum cukup diatur dalam Peraturan Dacrah i, sepanjang  mengenar ketentuan-
pelaksanaannya diatur dengan Keputusan Bupati: . ‘ ‘

>

Pasal 14
Peraturan Dacrah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar sctia ang >ngetahuiny; >meri
g p orang dapat mengetahuinya,  memerintahkan pengundangan Pe

: vaturan  Dacrah inj
penempatannya dalam Lembaran Dacrah Kabupaten Sorong i

Ditetapkan di Sorong
Pada tanggal 22-12-2007

BUPATI SORONG
Cap/TTD
DR. STEPANUS MALAK Drs, M.Si

Diundarigkan di Sorong
Pada tanggal 22-12-2007

Pjs. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SORONG
CAP/TTD
Drs. MUHAMMAD TANGKE
PEMBINA NIP. 010 055 209

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SORONG TAHUN 2007 NOMOR 16
Untuk salinan yang sah sesuai dengan aslinya :

AN. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SORONG
KEPALA BAGIAN HUKUM

ISHAK KOMIGI, SH, M.Si
NIP. 640023514
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